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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kata
Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi menurut Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana maksud
perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-
undang nomor 44 tahun 2008, dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam
terhadap perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6
undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dilakukan
dengan melakukan penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun
bahan hukum yang diperlukan oleh penulis adalah bahan hukum yang terkait
dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan
tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki atau
menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun
2008. Setelah terkumpul, bahan hukum pun dianalisis menggunakan teknik
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan “memiliki atau
menyimpan" dalam pasal 6 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan
sendiri. Maksudnya adalah memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan
kepentingan sendiri yang tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat
mengetahuinya sehingga tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan
tidak menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta
tidak melanggar norma-norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang
berkembang dalam masyarakat. Hukuman bagi pelaku perbuatan memiliki atau
menyimpan pornografi pada pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008
menurut figh jinayah termasuk pada hukuman #a’zir yang yaitu atas perbuatan
maksiat dikarenakan memiliki atau menyimpan pornografi merupakan sesuatu
perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan yang mengandung kecabulan yang
dapat membangkitkan nafsu birahi.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan
martabat setiap warga negara. Hal tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal 1
ayat (3). Ketentuan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum
tersebut ditandai dengan beberapa asas yang mana salah satunya adalah segala
perbuatan atau tindakan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok,
maupun pemerintah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan
sebagai akibat dari adanya perkembangan. Perkembangan zaman telah banyak
mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu
cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan, manusia adalah subjek yang
paling rentan mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan berpengaruh
kepada masyarakat sebagai bentuk jamak dari orang-perorangan.
Perkembangan zaman yang terjadi juga memberikan banyak kemajuan pesat

masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya,



ekonomi, maupun teknologi. Perkembangan teknologi tersebut juga dapat
menimbulkan dampak negatif, yakni terjadinya suatu tindak pidana. Tindak
pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa
yang melanggar larangan tersebut.'.

Tindak pidana di bidang pornografi merupakan salah satu dari tindak
pidana yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi memberikan andil
terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian
luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial
masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat
juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Berbagai hal telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana
di bidang pornografi salah satunya adalah telah dibentuknya undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di Indonesia sendiri, tindak pidana
pornografi bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, pornografi telah diatur di
dalam KUHP pasal 281,282,283, dan pasal 533 KUHP. Selain itu, tindak
pidana pornografi pun juga telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran,
Undang-Undang  Perfilman, Undang-Undang Pers, Undang-Undang
Telekomunikasi, dan Undang-Undang ITE. Namun, karena pemerintah

Indonesia merasa bahwa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang

" Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Kencana, 2014), 35.



telah ada itu kurang kuat mengikat para pelakunya, maka pemerintah
mengupayakan larangan terhadap pornografi yang dituangkan dalam suatu
perundang-undangan khusus yaitu undang-undang nomor 44 tahun 2008
tentang pornografi.

Pornografi sendiri adalah gambar, sketsa, illustrasi, foto, tulisan, suara,
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pengertian ini termuat
dalam pasal 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Maraknya kasus pornografi tentu saja juga terpengaruh oleh sangat
mudahnya segala hal tentang pornografi diakses. Di era seperti ini, pornografi
dapat diakses melalui berbagai media elektronik. Bahkan, berbagai konten
pornografi yang seharusnya dihindari dengan mudahnya di-dowload lalu
disimpan.

Memiliki atau menyimpan produk pornografi sendiri pada dasarnya
telah diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang ~ memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan.

? Pasal 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
? Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



Pasal tersebut berisi tentang larangan memiliki atau menyimpan produk
pornografi yang isinya memuat seperti halnya yang ada di dalam pasal 4 ayat
(1) undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
Pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau

f. Pornografi anak.*

Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi pidana
penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 32
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).’

Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 44 tahun 2008 disebutkan
bahwa “larangan memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya
sendiri dan kepentingan sendiri. Dan yang dimaksud dengan “yang diberi
kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi

kewenangan untuk menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran,

lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan

* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula
perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Sebagai ilustrasi, penulis mengambil contoh dari kasus penyebaran
video berkonten porno yang mana pemerannya adalah artis papan atas Ariel
Peterpan dan Luna Maya dan juga Ariel Peterpan dengan Cut Tari. Video
tersebut diketahui dibuat pada tahun 2006 silam dan disimpan di dalam Aard
disc milik Ariel, namun kemudian bocor dan disebarkan oleh pihak ketiga
sehingga membuat Ariel dijerat dengan UU Pornografi, padahal dalam kasus
ini ia membuat dan menyimpan video tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Hal yang kemudian menjadi perhatian penulis di sini adalah penjelasan
mengenai siapa yang dapat terjerat oleh pasal 6 undang-undang nomor 44
tahun 2008 tentang pornografi, di dalam pasal 6 terdapat pengecualian dengan
menyebutkan bahwa “larangan memiliki atau menyimpan” tidak termasuk
untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut tentu saja
menimbulkan bias hukum sehingga perlu untuk dilakukan penafsiran hukum
dalam mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum
dalam pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam hukum pidana Islam , terdapat istilah jarimah. Jarimah sendiri
yaitu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman Aadd atau
ta’zir. Kasus menyimpan produk pornografi ini termasuk larangan yang akan
dikenakan sanksi berupa fa’zir karena berkaitan dengan kejahatan yang

berkaitan dengan kerusakan akhlak. 7a’zir ialah hukuman yang belum



ditentukan oleh shar@’ dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan
kepada ulil amr (penguasa) sesuai bidangnya.®
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah
masalah di atas menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi”
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa
masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat
diidentifikasi sebagai berikut:

a. Maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi
menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

b. Unsur tindak pidana memiliki atau menyimpan produk pornografi
menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

c. Perbedaan sanksi pada tindak pidana memiliki atau menyimpan produk
pornografi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 6 undang-undang nomor 44
tahun 2008 tentang pornografi.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang kemungkinannya

cakupannya yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan

¢ Sahid HM, Pegantar Hukum Pidana Islam , (Surabaya: UINSA Press, 2014), 6-7.



identifikasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai
masalah’, di antaranya:

a. Maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi
menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki atau
menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor
44 tahun 2008.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas
maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan
masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi
menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki atau
menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44
tahun 2008?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan

atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.® Dalam penelusuran

" Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

¥ Ibid.



awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit

kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu

penelitian :

1. Skripsi karya FEka Mustafia dari Jurusan Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar tahun 2014 yang berjudul “Tindak Pidana Pornografi
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
Perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang pandangan hukum Islam
mengenai tindak pidana Pornografi.’

2. Skripsi karya Irwan Haris dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014 yang berjudul “Tindak Pidana
Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang tindak
pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana sanksi
pidananya.'

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah
skripsi ini membahas tentang maksud perbuatan memiliki atau menyimpan
produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008
kemudian meninjau dari sisi hukum pidana Islam. Penulis lebih memfokuskan
skripsi ini dengan mencari dan menetapkan pengertian atas perbuatan

memiliki atau menyimpan produk pornografi yang tercantum dalam pasal 6

° Eka Mustafia, “Tindak Pidana Porografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2008 Perspektit Hukum Islam” , (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin,
Makassar, 2014)

' Irwan Haris, “ Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi-- Universitas
Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2013)



undang-undang nomor 44 tahun 2008 sesuai dengan yang dikehendaki serta

yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin

dicapai oleh penulis antara lain:

1.

Untuk mengetahui maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk
pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan
memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-

undang nomor 44 tahun 2008.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan
di bidang hukum pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan
informasi pembanding bagi penulis di masa yang akan datang. Serta
berfungsi sebagai tambahan literatur di Perpustakaan UIN Sunan Ampel

Surabaya.

. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan
referensi yang dapat memberikan pemikiran sumbangsih pengetahuan dan
pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum perkara

tindak pidana memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut
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undang-undang nomor 44 tahun 2008 demi terciptanya kepastian hukum.
Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.
G. Definisi Operasional
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan
skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.
Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang
terkandung.
Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi’. Penulis

menguraikan definisi operasional variabel judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata figh jindyah. Figh
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil
hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis.'' Dalam hal ini yakni
tinjauan hukum pidana Islam tentang memiliki atau menyimpan produk

pornografi dalam bentuk jarimah ¢a’zr.

2. Memiliki adalah sebuah homonim dari kata mempunyai, dalam hal ini
adalah perbuatan memiliki produk pornografi yang terdapat dalam pasal 6

undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

' 7ainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
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3. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak,
hilang, dan sebagainya.'> Dalam hal ini adalah perbuatan menyimpan
produk pornografi yang terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 44

tahun 2008 tentang pornografi.

4. Produk pornografi adalah barang atau jasa yang memuat pornografi.'’
Sedangkan pornografi sendiri yakni gambar, sketsa, illustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.'
Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pornografi yang dimaksud
dalam pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 adalah barang atau jasa
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah metode yang diterapkan dalam penelitian yang
dilakukan.'”” Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan
langkah sistematis dan logis dalam mencari bahan hukum yang berkenaan

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

"Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008).

" Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan
Penanganan Pornografi

' Pasal 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.
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selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode dalam penulisan skripsi ini
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka.'® Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute
approach) yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan
melakukan pemahaman terhadap pandangan atau pun doktrin-doktrin
dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam
terhadap pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi,
sehingga ditemukan bahan hukum yang akurat dan konkret.
2. Bahan hukum yang dikumpulkan
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder."’
Adapun bahan hukum yang diperlukan oleh penulis adalah bahan
hukum yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap

' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV Rajawali,
1985), 14.

17 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 181.
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pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Bahan

hukum penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas dan berupa peraturan perundang-
undangan.'® Dalam hal ini Penulis menggunakan bahan hukum primer
antara lain:

1) al-Qur’an;

2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4) Naskah Akademis RUU Pornografi;

5) Risalah Sidang Pembentukan RUU Pornografi.

a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi yang terkait dengan masalah tindak pidana menyimpan produk
pornografi, di antaranya :

1) Adam Chazawi, 7indak Pidana Pornografi, 2009, Surabaya: CV
Media Putra Nusantara.

2) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 1991, Jakarta: PT Rineka
Cipta.

3) Dr. H. Sahid HM, M.Ag, Pengantar Hukum Pidana Islam , 2014,

Surabaya: UINSA Press.

" 1bid, 141.
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4) Dr. H. Sahid HM, M.Ag, Pornografi dalam Kajian Figh Jinayah,
2011, Surabaya: UINSA Press.

5) Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang
S.I.LKom., S.H., M.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, 2014,
Jakarta: Sinar Grafika.

6) Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi
Efendi, S.H.I., M.H., Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,
2014, Jakarta: Kencana.

7) Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, 2008, Jakarta:
Sinar Grafika.

8) Neng Djubaedah, S.H., M.H., Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari
Hukum Islam, 2009, Jakarta: Prenada Media Grup.

9) Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum, 2005, Yogyakarta: Gajah
Mada Press.

10) Prof. Dr. Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, 2016,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

11) Prof. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1993, Jakarta: Rineka
Cipta.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum menurut skripsi ini meliputi:
a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara
membaca dan menelaah bahan hukum dalam hal ini undang-undang

nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Teknik ini digunakan untuk
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memperoleh bahan hukum tentang tinjauan hukum pidana Islam
terhadap pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi.

b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali bahan hukum dengan cara
menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk
memperoleh bahan hukum teori tentang tinjauan hukum pidana Islam
terhadap pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi.

4. Teknik pengolahan bahan hukum
Setelah semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam
penelitian ini terkumpul, bahan hukum-bahan hukum tersebut akan di olah
dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan-bahan hukum yang berkaitan
dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 6 undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang diperoleh dari berbagai
buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama
kejelasan makna, dan keselarasan antara bahan hukum satu dengan yang
lainnya.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan bahan hukum yang
telah diperoleh. Dalam hal ini penulis menyusun dan mensistematikan
bahan hukum tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 6 undang-

undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
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c. Interpretasi, yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil
yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki
serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini ialah
interpretasi terhadap pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

d. Analizing, yaitu menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang telah
diperoleh. Dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan hukum
pidana Islam terhadap pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008
tentang pornografi dengan hasil pengorganisasian dalam bahan hukum
dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan
akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik analisis bahan hukum
Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan
cara memaparkan dan menjelaskan bahan hukum apa adanya, dalam hal ini
bahan hukum tentang maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk
pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 kemudian
dianalisis dengan hukum pidana Islam , dalam hal ini dengan menggunakan

teori ta’ar.

I. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk
mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya

sebagai berikut:
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Bab pertama merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang
meliputi: latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka konseptual mengenai jarimah ta’zir dalam
hukum pidana Islam yang meliputi pengertian jarimah, pengertian jarimah
ta’zir, macam-macam jarimah ta’zir, dan macam-macam sanksi jarimah ta’zir

Bab ketiga memuat tentang perbuatan memiliki atau menyimpan produk
pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008.

Bab keempat memuat tentang maksud perbuatan memiliki atau
menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44
tahun 2008 dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki
atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44
tahun 2008.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari

jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.



BABII

JARIMAH TA’ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata jarama, kemudian
menjadi bentuk masdar jaramatan yang mana artinya adalah perbuatan dosa,
perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan jasim, dan yang
dikenai perbuatan itu adalah mujarram ‘alaihi’ Sedangkan jarimah menurut
para fugaha adalah Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran
terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut
mengakibatkan hukuman duniawi maupun hukuman ukhrawi.’

Pengertian jarimah disebut juga dengan peristiwa pidana, atau sama
dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya saja hukum
positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat tentang
berat ringannya hukuman, sedangkan shari at Islam tidak membedakannya,
semuanya disebut dengan jarimah atau jind yah mengingat sifat pidananya.’

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila dapat merugikan
kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau

merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau

! Marsum, Figih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), 9.

* Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta:Bulan Bintang, 1996), 1.
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perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus
dihormati dan juga dipelihara.*

Suatu hukuman diberikan agar jarimah atau pelanggaran dalam
masyarakat tidak terjadi, sebab hanya dengan larangan-larangan saja tidak
cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat
dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat
diperlukan sebab dapat membuat ketentraman dalam masyarakat, karena
dasar pelanggaran dari suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang
dinamakan dengan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang
dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam shara’
dengan hukuman had dan ta’zr, jikalau perintah atau larangan tersebut tidak
diancam dengan hukuman, maka bukan dinamakan dengan jarimah.”

Dalam figh jinayah, suatu perbuatan yang bisa dikatakan sebagai suatu
tindak pidana atau jarimah adalah apabila sudah memenuhi unsur-unsur
berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman.

2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik

berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

*Ibid, 2.
> Marsum, Figih Jinayat ..., 93.
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3. Unsur moral adalah orang yang cakap (mukallat), yakni orang yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih
dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia adalah orang
yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.’

B. Pengertian Jarimah Ta’zir

Menurut bahasa kata fa’zir berasal dari kata azzara yang mempunyai
sinonim arti mencegah dan menolak yang artinya mendidik. Pengertian
tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan
Wahbah Azzuhaily, bahwa ta’zir diartikan sebagai mencegah dan menolak
karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Sedangkan ta’zir diartikan mendidik karena fa’zir dimaksudkan untuk
mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah yang
dilakukan dan kemudian meninggalkan dan menghentikannya.’

Sebagian ulama mengartikan bahwa ¢a’zir adalah hukuman yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak
ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadits. 7a’zir berfungsi memberikan
pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi
perbuatannya.®

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’Zir yang merupakan

pelanggaran terhadap hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan

® Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas..., 28.
7 Tbid.
¥ Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.
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dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan
di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain
yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-
lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ¢a’zir yang menyinggung hak
hamba atau perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.
Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.” Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 7a zirberarti hukuman yang
dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-
Qur’an dan Hadits."

Menurut Imam al-Mawardi, ta’zir adalah hukuman atas tindakan
pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum Aad. Hukuman ini
berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Di satu sisi,
ta’zir sejalan dengan hukum Aadd yakni tindakan yang dilakukan untuk
memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak
melakukan tindakan yang sama.''

Dari beberapa definisi tersebut, jelaslah bahwa ¢a’zir adalah suatu istilah
untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh
shara’ . Dari definisi tersebut pula, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir

terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenai hadd dan tidak

® Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas..., 252.

' Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), 1126.

"' Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Terj. Abdul
Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457.
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dikenai kafarat, dengan demikian inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan
maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan
perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan
(dilarang). Di samping itu juga hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila hal
itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditetapkan secara terperinci
mengenai fa’zir, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar
hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jartimah fa’zir adalah al-ta’zr
yadiru ma'a al-maslahah yang artinya hukum fa’zir didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan
dalam masyarakat. Namun terdapat landasan ta’zir yang diatur di dalam
Hadits Nabi berikut ini:

eid) i S G she AT by O S e 0 2ad] L3S
mmfhww;)l\mo;l;q\ meummuu L\.udls
aq}@\ucu\uc}hww;)l\m@qsdm u\.a.al..u\_d.cdﬁlﬂ

(elmo\jj)a.u\d}d;whuﬁ‘w.k‘}.u\b)w

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah
menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru
dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman
bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits)
kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami
sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari
ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh
didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas
ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim)
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Hadits ini menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah
hudiid"* Dengan demikian hukuman ¢a ’zir ini keadaannya lebih ringan dari
Jjarimah hudid, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk
Jjarimah hudiid dan mana yang termasuk jarimah ta’zir. karena orang yang
melakukan peerbuatan-perbuatan yang melanggar hukum shara ’ yang telah
jelas hukumannya, misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (dicambuk
100 kali), peminum minuman keras (dicambuk 40 kali) dan lainnya adalah
termasuk melakukan pelanggaran shard’ yang disebut dengan hudiid
(Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut ta’zir yang dilakukan

menurut pertimbangan hakim muslim."?

C. Macam-Macam Jarimah Ta’zir
Berikut ini penulis paparkan beberapa macam jarimah ta’zr, yakni
antara lain:

1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan
Seperti yang kita ketahui bahwa pembunuhan diancam dengan
hukuman mati dan apabila gisas diyamya dimaatkan, maka wu/i/ amri
berhak menjatuhkan za’zir apabila hal itu dipandang maslahat. Adanya
sanksi ta’zir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari gisas dan

diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena

12 Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 141.

" Hussein Khallid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 241-
242.
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pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga
melanggar hak masyarakat. Dengan demikian fa’zir dapat dijatuhkan
terhadap pembunuh dimana sanksi gisas tidak dapat dilaksanakan karena
tidak memenuhi syarat."*
2. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa fa’zr dapat dikenakan pada
Jjarimah perlukaan yang gisas-nya dapat dihapuskan atau dilaksanakan
karena adanya sebab hukum. Sangat logis apabila sanksi za’zir dapat pula
dikenakan pada pelaku jarimah perlukaan selain gisas itu merupakan
sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak
perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan
jama’ah dijatuhi sanksi ta’zir. Tentu saja percobaan perlukaan merupakan
jarimah ta’ziryang diancam dengan sanksi ta zir."”

3. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina,
menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang
diancam dengan dengan hukuman ¢a’zir yaitu perzinahan yang tidak
memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman hadd atau terdapat syubhat.
Sebagian ulama berbeda pendapat tentang menuduh =zina dengan
binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya

ta’zir, sedang ulama yang menggunakan giyas berpendapat bahwa

'Y A Dlazuli. Figh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 175.
" Ibid, 177-178.



25

sanksinya adalah had godzaftermasuk dalam hal ini percobaan menuduh
zina  termasuk  pula  jarimah ta’zr  adalah  percobaan
perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti
mencium, meraba-raba, meskipun dilakukannya tanpa adanya paksaan
karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap
hak perorangan. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran
terhadap hak masyarakat, jelas bukan delik aduan melainkan delik biasa.'
4. Jarimah ta’zir yang berkenaan dengan harta
Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman
had ialah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan
perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman
had maka ia termasuk ke dalam jarimah ta’zir yang diancam dengan
sanksi ta’zir. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya percopet,
percobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian.'’
5. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
a. Saksi palsu
Saksi palsu termasuk ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang shara’ .

Allah berfirman:
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Artinya: Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan
apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maka itu adalah lebih baik baginya
di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang
ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka
jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-
perkataan dusta. (QS. Al-Hajj:30)

Dalam ayat ini Allah mengaitkan perkataan dusta dengan kejahatab
berhala-hala. Jadi, dengan demikian, saksi palsu termasuk kejahatan
berat, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang

harus ditegakkan.'®

Allah berfirman:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya
ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa’:135)
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Artinya : Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan
apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan
menjaga kehormatan dirinya.(Al-Furqan:72)

® 1bid, 184.
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Oleh karena syariat Islam tidak menentukan tentang hukuman bagi saksi

palsu, maka perbuatan ini dikategorikan ke dalam jarimah ta ’zir."

. Menyakiti atau membuat kemadharatan terhadap hewan.

Syariat Islam melarang membunuh atau pun menganiaya binatang jinak,
baik dengan cara mengurung dan atau tidak memberikannya makan.
Nabi berkata bahwasahnya ‘“seorang wanita masuk neraka karena
mengurung kucing, tidak diberi makan, minum dan tidak
membiarkannya makan dengan bebas”. Hadits tersebut menunjukkan
bahwa wanita tersebut telah berbuat maksiat dan maksiatnya termasuk

ke dalam jarimah ta’zir. *°

. Mengganggu kehormatan dan hak milik orang lain

Contoh dari hal ini adalah memasuki rumah orang lain tanpa izin bagi
selain keluarganya atau bagi orang yang tidak boleh keluar masuk ke

rumah tersebut tanpa izin. Hal ini sesuai dengan firman Allah:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam
kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu
(selalu) ingat. (QS An-Nur:27)

Y Tbid, 186.

20 Ibid.
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Para ulama berpendapat bahwa memasuki rumah milik orang lain tanpa

.. P — . —- 21
izin termasuk jarimah ta’zir yang diancam dengan hukuman ¢a’zr.

Suap

Suap diharapkan oleh agama Islam **, Allah berfirman:

= £,£ e s Py 4T - $g4- 4 & £ o oer 27 -
;'-)v:/“u"g“‘ l}i@&&ﬂ;ibobg&&ﬁg}&luﬂ@w
gew & 2= p 2

db‘u/l Mbwrg’b“-"&dd [L.&Jwﬁub)@,&upﬁd‘)

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita
bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi)
datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara
itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling
dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu
sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka
putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42)

6. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

a. Spionase

Al-Qur’an melarang adanya spionase untuk kepentingan negara musuh.

Allah berfirman:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan

2l 1bid, 187.

2 Ibid.
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janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan
satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan
daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurat:12)

-
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih
sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran
yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu
karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar
keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah
kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-
berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih
mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.
dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka

Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS Al-
Mumtahanah: 1)

[+33

-

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, tindakan intelejen dari negara musuh
memata-matai negara kita adalah suatu perbuatan maksiat dan termasuk
ke dalam jarimah ta’zir*

b. Jarimah yang berkaitan dengan percobaan coup de e’tat termasuk
subversi
Semuanya termasuk ke dalam jarimah ta’zir. Sedangkan pemberontakan
yang memenuhi syarat termasuk jarimah hudiid.** Dan segala tindakan

kekurangdisiplinan aparatur pemerintah.

2 Ibid, 188-189.
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D. Macam-Macam Sanksi Jarimah Ta’zir
Sanksi dalam jarimah ta’zir ada tiga macam yakni, tindak pidana Audiid
dan gisas yang mana telah ditetapkan oleh nash Al-Qur’an dan Hadist tetapi
tidak memenuhi unsur—unsur yang ada. Yang kedua tindak pidana yang yang
telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadist tetapi tidak disebutkan
sanksinya. Lalu yang ketiga jarimah yang ditentukan oleh penguasa.”
1. Hukuman mati
Dalam penjatuhan hukuman mati pada suatu jarimah apabila
perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pengulangan, perbuatan tersebut
membuat kerusakan di muka bumi, serta bentuk penyimpangan ajaran Al-
Qur’an dan sunnah yang disebarkan, dan tidak luput pula pelaku
penyimpangan seksual.
2. Hukuman cambuk
Pada dasarnya hukuman cambuk termasuk hukuman had, namun
dalam perkara lain hukuman ini dapat dijatuhkan. Sebab apabila hukuman
tersebut dirasa dapat memberikan efek jera, praktis dilakukan hanya
dengan menentukan jumlah cambukan yang sesuai atas perbuatan yang
dilakukan, serta tanpa harus merampas kemerdekaannya.
3. Hukuman Penjara
Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua, yakni

penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.

2% Ibid.

* A Djazuli, Kaidah- Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2017), 142.
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Mengenai tentang lamanya hukuman penjara, sebagian ulama berpendapat
bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian lainya
berpendapat bahwa lamanya penjara ta ’zir tergantung pada pelaku dan jenis
Jjarimah-nya.
4. Hukuman pengasingan
Hukuman ini bertujuan agar pelaku tidak mempengaruhi lingkungan
sekitar sebab itu pelaku harus diasingkan untuk menghindari pengaruh
tersebut.
5. Mengambil harta
Hukuman ¢a°zir dengan merampas harta itu bukan berarti merampas
harta pelaku untuk hakim sendiri atau untuk kas umum, melainkan hanya
untuk menahannya sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa
diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta
tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.”
6. Mengubah bentuk barang
Adapun hukuman ta’zir yang berupa mengubah harta pelaku antara
lain seperti mengubah sebuah patung yang disembah oleh orang muslim
dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon.
Hukuman ta’zir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti
keputusan Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang

mencari buah-buahan, di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan

*® Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010)., 208.
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Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang
menggelapkan barang temuan.?’
7. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang dapat berdiri
sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.
Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain
bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili
perkara jarimah ta’zir, karena hakim diberi kewenangan yang penuh dalam
masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek,
baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh

pelaku.?®

Abdul Qadir Audah dalam bukunya A/-Tashri Aljina 7 al-Iskimi

membagi hukuman #a zir menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hukuman ¢a’zir atas perbuatan maksiat, hukuman ini diancam atas
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh shara’ karena perbuatan itu sendiri
dan mengerjakanya dipandang maksiat. Perbuatan ini merupakan suatu
perbuatan yang jelas-jelas diharamkan untuk selamanya. Dan perbuatan ini

disebut tindakan maksiat.

2. Hukuman ta’zir untuk mewujudkan kemaslahatan umum, hukuman za’zr

ini diancam atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam

*" Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas..., 267.
28 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam..., 210.
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bukan karena perbuatan itu sendiri melainkan karena sifatnya. Dalam hal
ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyariatkan sebagai perbuatan
maksiat. Perbuatan ini maksudnya ialah yang pada perbuatan itu sendiri
tidak diharamkan kecuali setelah memenuhi sifat-sifat tertentu yang

membahayakan kepentingan umum.

. Hukuman ¢a’zir atas pelanggaran-pelanggaran (mukallaf). Hukuman ta’zir

ini diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh shara’ pada
perbuatan itu sendiri. Walaupum demikian, mengerjakan perbuatan ini
hanya dipandang sebagai pelanggaran (mukallaf) bukan maksiat. Perbuatan
yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang diperintahkan atau
dilarang perbuatan-perbuatan tersebut (pelanggaran yang dilakukan oleh

orang mukalla).”’

Dan untuk kadar tinggi rendahnya hukuman tergantung kepada

penguasa (ulil amri) dengan mengukur kadar kemashlahatan umat pada

umumnya. Hal ini didasarkan pada kaidah “Sanksi ta’zir (berat ringannya)

bergantung kepada kemaslahatan.”

* Abdul Qadir Audah, A/-Tashri’ Aljina i al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi, 1992), 69-

70.



BAB III

PERBUATAN MEMILIKI ATAU MENYIMPAN PRODUK PORNOGRAFI
MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

A. Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan
grafi. Pornos artinya suatu perbuaatan yang asusila (dalam hal yang
berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau
cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas
termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau
menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan
masyarakat.'

Dalam pengertian umum, pornografi dapat diartikan sebagai
penggambaran atau representasi tubuh manusia atau peritaku seksual yang
bertujuan membangkitkan nafsu birahi. Kata pornografi sering digunakan
secara bergantian dengan kata erotika, meskipun keduanya memiliki arti yang
agak berbeda. Pornografi dapat mengisi atau mengambil tempat di media
apapun, baik dalam bentuk teks, foto, ukiran, gambar, citra bergerak
(termasuk animasi), dan suara. Film-film porno mengkombinasikan citra
bergerak, teks lisan erotik dan/atau suara erotik lainnya, sedangkan majalah
porno sering menggabungkan foto-foto dengan teks tertulis. Novel dan cerita-

cerita pendek porno umumnya menampilkan teks tertulis, yang kadang-

'Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), 22.

34
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kadang disertai dengan gambar ilustrasi. Pertunjukan langsung yang
menggambarkan atau merepresentasikan tubuh manusia atau perilaku seksual
kadang-kadang juga dapat dikategorikan sebagai pornografi.”

Di Indonesia, pendefinisian pomografi dengan versi berbeda namun
mengandung pengertian yang sama antara lain ditunjukkan oleh Keputusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta No.1135/1956 tanggal 23 Agustus 1956.
Lembaga hukum itu mendefinsikan pornografi secara tidak langsung
menunjuk pada perbuatan melanggar kesopanan dan akibat yang ditimbulkan,

<

melalui pernyataan: “...suatu gambar atau tulisan dapat melanggar perasaan
kesopanan jika gambar atau tulisan itu menurut norma-norma yang berlaku
dalam suatu zaman dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran yang
ceroboh (onzinnelijk ongezond) pada pikiran seseorang yang normal yang
hidup dalam masyarakat pada zaman itu.”

Yurisprudensi mengenai pendefinisian pornografi dalam peraturan
perundang-undangan dari periode ke periode di negara-negara lain, juga
berbeda satu sama lain. Kecenderungan ini tampaknya dianggap sebagai
sesuatu yang wajar dalam praktik hukum, karena pendefinisian suatu
fenomena di dalam produk-produk hukum dapat dilakukan dan disesuaikan
dengan ideologi yang dianut masyarakat dan tujuan pembuatannya di masing-

masing negara. Meskipun memiliki perbedaan-perbedaan, definisi pomografi

di berbagai negara tersebut memiliki kesamaan-kesamaan dalam hal obyek

‘DPR RI, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang
Pornografi(Jakarta:DPR RI, 2007), 10.

’ Tjipta Lesmana, Pornograf] dalam Media Massa, (Jakarta: Penerbit Puspa Swara, 1992), 21.
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yang dijadikan fokus definisi. Secara garis besar, aspek-aspek yang menjadi
fokus pendefinisian pornografi di negara-negara di dunia dapat dibedakan
menjadi empat, yaitu:

1. Efek atau dampak yang ditimbulkannya,

2. Karakteristik isi atau materinya,

3. Maksud atau fungsinya,

4. Kombinasi di antara aspek-aspek tersebut.”*

Sebelum terbentuknya undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi, tidak ada rumusan baku tentang definisi pornografi itu sendiri.
Namun, dengan demikian bukan berarti sistem hukum nasional tidak
mengenal delik pornografi. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak
pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid), yaitu yang khusus berkaitan
dengan seksualitas. Ketidakjelasan definisi pornografi dalam sistem hukum
nasional, membawa dua dampak sekaligus yaitu membawa kerugian dan juga
membawa keuntungan. Kerugian terjadi karena pada masa itu KUHP telah
"menyerahkan" tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim.
Penyerahkan penafsiran pornografi pada hakim di satu sisi dapat menimbulkan
adanya ketidakpastian hukum. Sedangkan nilai keuntungan yang diperoleh
adalah KUHP telah memberikan ruang pada perubahan zaman dalam
menafsirkan sebuah informasi dapat dikatakan pornografi atau tidak.

Setelah terbentuknya undang-undang khusus yang mengatur tentang

pornografi, barulah ada pengertian pornografi secara jelas dan baku. Menurut

4 DPR RI, Naskah Akademis Rancangan ..., 14.
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undang-undang nomor 44 tahun 2008 pornografi adalah gambar, sketsa,
illustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.’

Dari definisi-definisi yang sudah terpapar di atas, penulis sendiri
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah segala sesuatu
berupa media komunikasi yang memuat tentang kecabulan yang mana
melanggar norma-norma kesusilaan di dalam masyarakat.

Tindak pidana di bidang pornografi merupakan salah satu dari tindak
pidana yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi memberikan andil
terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian
luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial
masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat
juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Berbagai hal telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana
di bidang pornografi salah satunya adalah telah dibentuknya undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di Indonesia sendiri, tindak pidana
pornografi bukanlah hal yang baru. Sebelum adanya undang-undang khusus

tentang pornografi, pornografi sendiri telah diatur di dalam KUHP pasal

> Pasal 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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281,282,283, dan pasal 533 KUHP. Selain itu, tindak pidana pornografi pun
juga telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang
Perfilman, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Telekomunikasi, dan
Undang-Undang ITE. Namun, karena pemerintah Indonesia merasa bahwa
pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang telah ada itu kurang kuat
mengikat para pelakunya, maka pemerintah mengupayakan larangan terhadap
pornografi yang dituangkan dalam suatu perundang-undangan khusus yaitu
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Pembuatan undang-undang tentang pornografi sangat bermakna bagi
upaya transformasi sosial menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan
undang-undang ini juga memiliki arti penting bagi pembangunan hukum di
Indonesia karena dianggap mampu untuk melengkapi, menyempurnakan,
memperjelas dan mempertegas norma-norma hukum yang mengatur
ponografi. Selain itu, undang-undang ini juga bermakna sebagai upaya serius
pemerintah dalam mencegah dan mengurangi kemungkinan dampak negatif
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi clan komunikasi terhadap
tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.®

Undang-undang pornografi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2008 ini
merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam

mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda,

® DPR RI, Naskah Akademis Rancangan ..., 9.
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anak-anak, dan perempuan. Pornografi sendiri adalah gambar, sketsa,
illustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.’

Berdasarkan tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi
adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang
berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di
muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang
pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengaturan pornografi dalam undang-undang no 44 tahun 2008 ini
didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap
harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum,
nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.® Undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika,
berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha

Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

7 Tbid.
¥ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat
istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak
masyarakat.

4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari
pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di
masyarakat.’

Undang-undang pornografi tidak memberi batasan pegertian tindak
pidana pornografi, tetapi undang-undang pornografi sekedar memuat batasan
pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk dari tindak pidana pornografi.'®
Menurut undang-undang pornografi, pengertian objek pornografi lebih luas
daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebutkan hanya ada 3
(tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda
jalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.!" Dan objek
pornografi menurut undang-undang pornografi telah diperluas sedemikian
rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya
melalui berbagai bentuk media komuikasi.'?

Objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yakni isinya mengandung
kecabulan, eksploitasi seksual, melanggar norma kesusilaan. Sementara itu,

KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi

? Pasal 3 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

10 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009),
137.

' Pasal 283, 534, 535 KUHP.
2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi ..., 138.
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dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu
kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka
melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi.
Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam
suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustarsi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud
inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila
gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk
persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin;
atau pornografi anak."

Adapun dasar dari pornografi yang diatur dalam undang-undang no. 44
tahun 2008 tentang pornografi dalam Bab II mengenai “larangan dan batasan”
yang termaktub dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
mengandakan meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. Kekerasan seksual;

c. Masturbasi atau onani;

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak.
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang
mengesankan ketelanjangan;

b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
layanan seksual.'

e

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1)."

Pasal 6

Setiap orang dilarang =~ memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi
objek atau model yang mengandung muatan pornografi.'®

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang
mengandung muatan pornografi.'’

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam
pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan,
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi
lainnya.”

Pasal 11

' Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
' Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
' Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
7 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
'8 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
' Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
%% Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai
objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal
9, atau Pasal 10.*!

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan
produk atau jasa pornografi.**

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana
dimaksu;i pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara
khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan
kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan
ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Adapun sanksi pidana pornografi yang diatur dalam undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Bab VII mengenai ‘“ketentuan
pidana” termaktub dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal
41, yaitu:

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua

*! Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
*? Pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).”

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*®

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).”’

Pasal 32
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atagg pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).*’

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi
objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).*

%3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
*® Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
% Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
*% Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
** Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
%% Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”!

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam
pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).’”

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama
dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari
maksimum ancaman pidananya.”

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan
produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38
adalah kejahatan.*

Pasal 40

*! Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
32 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
%3 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
%% Pasal 39 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu
korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan oleh orng-orang, baik berdasarkan hubungan
kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi,
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada
Ayat(3), dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus
korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan
pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana
denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3
(tig;) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab
ini.

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7),

korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. Pembekuan izin usaha;

b. Pencabutan izin usaha;

c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

d. Pencabutan status badan hukum.*’

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi

menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 pada dasarnya sama dengan
kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini

didasarkan karena di dalam undang-undang pornografi tidak dijelaskan

tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan

%% Pasal 40 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
37 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



47

menyatakan bahwa “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak
pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini”. Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban
pidana pornografi ini di dasarkan dalam ketentuan KUHP. Dan di dalam
KUHP telah dijelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan
pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat,
orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan undang-
undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang
yang normal akalnya, tidak cacat jiwa atau tidak hilang ingatan serta orang
tersebut telah dewasa.’®

Di dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008, semua tindak pidana
pornografi termasuk ke dalam tindak pidana dolus (sengaja). Namun, hanya
tindak pidana dalam pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja.
Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak
mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi
lainnya merupakan tindak pidana sengaja.*

Membuat dan memberlakukan undang-undang pornografi pada
hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral

kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan budaya bangsa Indonesia.*’

*® Dadin Eka Saputra, “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial”,
Al’adl, Volume IX Nomor 2( Agustus, 2017) 276.

¥ Tbid, 277.
0 Adam Chazawi, Tindak Pidana Porografi...., 7.
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Pornografi bukan hanya sekedar berlainan dengan budaya bangsa Indonesia

atau bertentang dengan kultur peradaban bangsa Indonesia akan tetapi tindak

pornografi sudah mengandung sifat destruktif, perusakan terhadap nilai-nilai

budaya luhur bangsa Indonesia.*'

B. Perbuatan Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi Menurut Pasal 6
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Memiliki atau menyimpan produk pornografi diatur dalam pasal 6

undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,
memantfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan.*’

Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi pidana

penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 32

undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/ata% pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 6 menunjuk objek pornografi yang dimuat dalam pasal 4 ayat (1)

yang merumuskan sebagai berikut :

1.

Perbuatan

 Ibid.

“2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

3 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Objek perbuatan yang dilarang oleh pasal 6 menunjuk objek pasal 4

ayat (1).

Apabila dirinci tindak pidana pasal pasal 6 terdiri atas unsur sebagai

berikut:

a.
b.
C.
d.

.

Memperdengarkan,
Mempertontonkan,
Memanfatkan,
Memiliki, atau

Menyimpan.

. Objek dari tindak pidana

a.

Objek dari pasal 6 yakni pornografi yang secara eksplisit memuat :

Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
Pengertian persenggamaan yang dimaksud Hoge Raad tersebut
dilakukan dengan suka sama suka. Alasannya pertimbangan dalam
putusan Hoge Raad tersebut adalah dalam hal kasus tindak pidana
perzinaan pada pasal 284 KUHP. Sementara itu, persetubuhan dalam
perzinaan harus dilakukan suka sama suka. Namun dalam objek pasal 6
undang-undang pornografi ini bukan merupakan perbuatan bersenggama,
tetapi perbuatan yang menampakan senggama kedalam wujud-wujud,
misalnya gambar atau gambar bergerak, nyanyian, suara, tulisan atau
gerakan tubuh dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak penting apakah orang
yang bersetubuh yang ditampakan dalam sebuah gambar bergerak dalam
keping VCD atau situs internet sesungguhnya seorang perempuan yang
disetubuhi karena dengan paksaan atau perkosaan. Model-model
persenggamaan yang menyimpang banyak terdapat dalam situs-situs
internet. Orang yang menyediakan gambar atau gambar bergerak porno

dalam situs atau memberikan jasa sehingga orang dapat mengakses
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gambar itulah yang patut dipidana, bukan orang yang mengakses dan
melihatnya.**

b. Kekerasan seksual, Tidak ada keterangan sekalipun dalam undang-
undang tentang arti kekerasan. Bila dikembalikan pada sumber induk
hukum pidana, yaitu KUHP, pasal 89 merumuskan tentang perluasan
arti kekerasan, bukan pengertian kekerasan. Perluasan artikekerasan
dalam pasal 89 KUHP berlaku juga terhadap arti kekerasan dalam pasal
6.4

c. Masturbasi atau onani, Tidak ada sifat celaan dalam bermastrubasi.
Sifat celaan itu akan timbul bila perlaku tersebut ditampakan dalam
wujud padasebuah wadah. Misalnya, tulisan atau gambar dalam majalah
atau siaran televisi. Pada tulisan atau gambar itulah melekat sifat celaan,
bukan pada perbuatan masturbasi an sich. Dengan demikian, orang yang
membuat gambar atau tulisan, atau yang memperlihatkan atau
memperdengarkan isi tulisan mengenai orang bermasturbasi menjadi
dipersalahkan atau patut dipidana.*®

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

e. Alat kelamin, Secara eksplisit memuat alat kelamin mengandung dua
syarat. Pertama, tampakan alat kelamin tersebut harus jelas, gamblang,
tidak boleh samar-samar atau suram. Dua, tampakan alat kelaminnya
harus secara utuh dan tidak boleh hanya sebagaian saja.*’

f. Pornografi anak, setelah disahkan menjadi undang-undang, maka
rumusan tersebut berubah menjadi “Pornografi anak adalah segala
bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa

yang berperan atau bersikap seperti anak-anak.”*

“ Indra Apriadi, Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia, (Jakarta: KEMENKUMHAM,
2010), 133.

* Tbid 134.
“6 Tbid 135.
7 Ibid.
“ Tbid.
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Di dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa larangan "memiliki atau
menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
Dan yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-
undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film,
lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga
pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan
sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan
ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk

tujuan lembaga yang dimaksud.



BABIV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBUATAN
MEMILIKI ATAU MENYIMPAN PRODUK PORNOGRAFI MENURUT
PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

A. Maksud Perbuatan Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi Menurut
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku

generasi muda bangsa Indonesia. Anak-anak dan perempuan banyak yang
telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku
sebagai korban”. Karena itu, pornografi dikategorikan sebagai perbuatan
pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283,
Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah
melarang pornografi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi berdampak
pula terhadap perbuatan a moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya;
perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lainnya.'
Perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan
undang-undang itu disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu
pandangan yang pro-dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun
merumuskan istilah maupun makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu
juga persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi,

yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini

' Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi, (Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2010), 1.
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yang menyebabkan lahirnya undang-undang itu telah mengalami
“kesalahpahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya
perundangan tersebut.’

Maraknya kasus pornografi tentu saja juga terpengaruh oleh sangat
mudahnya segala hal tentang pornografi diakses. Di era seperti ini, pornografi
dapat diakses melalui berbagai media elektronik. Bahkan, berbagai konten
pornografi yang seharusnya dihindari dengan mudahnya di-dowload lalu
disimpan.

Memiliki atau menyimpan produk pornografi sendiri pada dasarnya
telah diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,
memantfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan.’

Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi pidana
penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 32
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi:

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).’

? Ibid, 2.
? Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Pasal 6 menunjuk objek pornografi yang dimuat dalam pasal 4 ayat (1) yang
merumuskan sebagai berikut :
1. Perbuatan
Objek perbuatan yang dilarang oleh pasal 6 menunjuk objek pasal 4
ayat (1).
Apabila dirinci tindak pidana pasal 6 terdiri atas unsur sebagai
berikut:

a. Memperdengarkan,
b. Mempertontonkan,

Memanfatkan,

5

&

Memiliki, atau

e. Menyimpan.

2. Objek dari tindak pidana
Objek dari pasal 6 yakni pornografi yang secara eksplisit memuat :

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
Pengertian persenggamaan yang dimaksud Hoge Raad tersebut
dilakukan dengan suka sama suka. Alasannya pertimbangan dalam
putusan Hoge Raad tersebut adalah dalam hal kasus tindak pidana
perzinaan pada pasal 284 KUHP. Sementara itu, persetubuhan dalam
perzinaan harus dilakukan suka sama suka. Namun dalam objek pasal 6
undang-undang pornografi ini bukan merupakan perbuatan bersenggama,
tetapi perbuatan yang menampakan senggama kedalam wujud-wujud,
misalnya gambar atau gambar bergerak, nyanyian, suara, tulisan atau
gerakan tubuh dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak penting apakah orang

yang bersetubuh yang ditampakan dalam sebuah gambar bergerak dalam
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keping VCD atau situs internet sesungguhnya seorang perempuan yang
disetubuhi karena dengan paksaan atau perkosaan. Model-model
persenggamaan yang menyimpang banyak terdapat dalam situs-situs
internet. Orang yang menyediakan gambar atau gambar bergerak porno
dalam situs atau memberikan jasa sehingga orang dapat mengakses
gambar itulah yang patut dipidana, bukan orang yang mengakses dan

melihatnya.5

. Kekerasan seksual, Tidak ada keterangan sekalipun dalam undang-

undang tentang arti kekerasan. Bila dikembalikan pada sumber induk
hukum pidana, yaitu KUHP, pasal 89 merumuskan tentang perluasan
arti kekerasan, bukan pengertian kekerasan. Perluasan artikekerasan
dalam pasal 89 KUHP berlaku juga terhadap arti kekerasan dalam pasal
6.°

. Masturbasi atau onani, Tidak ada sifat celaan dalam bermastrubasi.

Sifat celaan itu akan timbul bila perlaku tersebut ditampakan dalam
wujud padasebuah wadah. Misalnya, tulisan atau gambar dalam majalah
atau siaran televisi. Pada tulisan atau gambar itulah melekat sifat celaan,
bukan pada perbuatan masturbasi an sich. Dengan demikian, orang yang
membuat gambar atau tulisan, atau yang memperlihatkan atau
memperdengarkan isi tulisan mengenai orang bermasturbasi menjadi

dipersalahkan atau patut dipidana.’

. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

. Alat kelamin, Secara eksplisit memuat alat kelamin mengandung dua

syarat. Pertama, tampakan alat kelamin tersebut harus jelas, gamblang,
tidak boleh samar-samar atau suram. Dua, tampakan alat kelaminnya

harus secara utuh dan tidak boleh hanya sebagaian saja.®

> Indra Apriadi, Implementasi Regulasi ..., 133.
° Ibid, 134.
7 Ibid, 135.

¥ Ibid.
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f. Pornografi anak, setelah disahkan menjadi undang-undang, maka
rumusan tersebut berubah menjadi “Pornografi anak adalah segala
bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa
yang berperan atau bersikap seperti anak-anak.”

Di dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa larangan "memiliki atau
menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
Dan yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-
undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film,
lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga
pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan
sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan
ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk
tujuan lembaga yang dimaksud.

Dari penjelasan tersebut menimbulkan kebiasan hukum yang mana
undang-undang pornografi memberikan pengecualian tentang pengertian
penjelasan pasal 6, larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk
untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Jika hal ini dikecualikan maka
akan sangat kabur dan undang-undang pornografi akan sulit diterapkan karena
semua akan beragumen bahwa setiap produk pornografi diproduksi dan

dimiliki hanya untuk diri sendiri.'’

? Ibid.
OFirdaus Syam, Analisis dan Evaluasi ..., 125.
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Pasal 6 sendiri juga pada awalnya menimbulkan banyak perdebatan pada
saat proses pembentukan undang-undang pornografi. Hj. Azlaini Agus
S.H.M.H. dari Fraksi PAN mengusulkan mengenai isi pasal tersebut bahwa
setiap orang dilarang memperdengarkan produk pornografi secara melawan
hukum maupun tidak melawan hukum, mengenai perbuatan memiliki atau
menyimpan produk pornografi, beliau berpendapat bahwa dalam pasal ini
tidak perlu mencantumkan melawan hukum atau tidak melawan hukum karena
dirasa nantinya akan menyulitkan dalam hal membuktikan apakah dia
melakukan itu secara melawan hukum atau tidak melawan hukum. Cukup
pokoknya melarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi. Produk pornografi itu barang
kali apakah tepat produk pornografi atau komoditas pornografi atau pun
kegiatan pornografi atau komoditas kegiatan pornografi itu sendiri. Beliau
juga mengusulkan bahwa dalam pasal ini harus dikecualikan bagi orang-orang
yang diberi otoritas oleh peraturan perundang-undangan. Jadi siapapun yang
diberi otoritas tidak diancam oleh hukuman menurut undang-undang ini,
beliaumenghindari istilah perbuatan melawan hukum itu, karena melawan
hukum itu punya pahaman yang berbeda-beda menurut hukum yang ada'’

Drs. H.M. Irsyad Sudiro dari Fraksi PG berpendapat bahwa pembuatan
dan kepemilikan dari pornografi untuk kepentingan sendiri yang dilindungi

oleh peraturan perundang-undangan, alasan beliau yakni karena hak asasi yang

! Panitia Kerja Pemerintah, Risalah Rapat Panitia Kerja tentang Pembahasan RUU Pornografi,
27 Juni 2008.
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sangat subprivat dilindungi oleh UUD 1945, dan beliau menuntut agar ada
pengecualian terhadap orang yang membuat dan juga memiliki atau
menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dilindungi peraturan
perundangan-undangan. Dan apabila untuk dikomersialkan dan ditunjukkan ke
muka umum maka hal tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang."

Dalam rapat ini pula, Pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Departemen
Agama mengemukakan pendapat bahwa mereka sudah menyepakati pasal ini
dengan bunyi setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,
memafaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi kecuali yang
diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga
pemilikan yang bersifat personal karena menurut Pemerintah, apabila
memiliki produk pornografi untuk kepentingan pribadi akan dijerat pasal ini,
itu juga termasuk pelanggaran perundang-undangan.'?

Lalu pada rapat perumusan RUU pornografi, Ibu Badriyah Fayumi LC
dari Fraksi PKB berpendapat bahwa pasal 6 sendiri terdapat 2 macam tindak
pidana yang berbeda yakni "memiliki dan menyimpan" dan
"memperdengarkan dan mempertontonkan". Sehingga sanksi pidana yang
acuannya adalah pasal 6, ini terdapat ketidakadilan. Kemudian yang lebih
substansial lagi adalah adanya pertanyaan mengenai "memiliki dan
menyimpan" itu dengan sendirinya sudah merupakan sebuah tindak pidana.'*

Karena menurut definisi dari pornografi sendiri di pasal 1 adalah

" Ibid.
" Ibid.
'* Tim Pengurus RUU Pornografi, Risalah Rapat Perumusan RUU Pornografi, 16 Juli 2008.
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"dipertunjukkan dimuka umum" atau "membangkitkan hasrat seksual".
Sedangkan jikalau dimiliki atau disimpan saja, "tidak dipertunjukkan dimuka
umum dan tidak merangsang" .

Pemerintah sendiri telah memberikan penjelasan spesifik mengenai kata
memiliki atau menyimpan produk pornografi pada pasal 6 undang-undang
pornografi ini. Menurut pemerintah perbuatan pornografi untuk dirinya sendiri
dan untuk kepentingan sendiri dan objeknya mengenai dirinya sendiri yang
semata-mata dibuat untuk maksud dan tujuan koleksi pribadi yang harus
disertai dengan etikat baik yaitu adanya usaha untuk menyimpan secara hati-
hati, rapat-rapat, rahasia, dan memastikan tidak akan bisa dilihat, dibaca, dan
didengar oleh orang lain atau diketahui oleh pihak lain masuk ke dalam forum
internum yang harus dihormati dan dilindungi."

Bahwa menurut Pemerintah, penjelasan pasal 6 undang-undang nomor
44 tahun 2008 tentang pornografi merupakan suatu bentuk perlindungan hak
privasi seseorang yang merupakan forum 7nfernum yang harus dihormati dan
mendapatkan perlindungan dan dimaksudkan dalam rangka untuk mencegah
terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang berpotensi dapat
menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM'® sebagaimana ketentuan pasal
28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang di bawah ke kuasaannya serta berhak atas

15 putusan MK Nomor 48/PUU-VIII/2010.
16 1bid.
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rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi'’

Bahwa menurut Pemerintah, penjelasan pasal 6 undang-undang nomor
44 tahun 2008 tentang pornografi, dapat di interpretasikan sesuai dengan
maksud norma yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang a guo
yaitu sebagai berikut: “Bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak
termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya adalah
memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang
tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya sehingga
tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan
ekses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta tidak melanggar
norma-norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang berkembang dalam
masyarakat.” Namun jika hal tersebut di atas diberitahukan atau
dipertontonkan kepada orang lain melalui berbagai bentuk media, baik secara
cetak maupun elektronik, atau disampaikan di muka umum atau umum dapat
mengetahuinya, maka pengecualian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan

pasal 6 undang-undang a guo menjadi tidak berlaku.'®

Dengan demikian, apabila produk pornografi tersebut tersampaikan di
muka umum maka akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan
dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

17 Pagal 28G UUD 1945.
8 pytusan MK Nomor 48/PUU-VIII/2010.
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6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), hal ini sesuai dengan pasal 29 jo pasal

4 ayat (1) terkait dengan tersampaikannya produk pornografi di muka umum.

Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
mengandakan meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
pornografi yang secara eksplisit memuat:

Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
Kekerasan seksual;

Masturbasi atau onani;

Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak."’

oo o

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, = memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).”

Dan apabila produk pornografi tersebut tersampaikan di muka umum
melalui media elektronik maka akan diancam dengan pidana penjara paling
lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah), hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) terkait
dengan tersampaikannya produk pornografi di muka umum melalui media

elektronik.

Pasal 27 ayat (1)

' Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
*% Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun di sisi lain, undang-undang pornografi juga memberikan
ketentuan mengenai pemusnahan dan penyerahan atas kepemilikan produk
pornografi ke pada pihak yang berwenang. Pemusnahannya sendiri diatur di

dalam pasal 28 dan pasal 43.

Pasal 28
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang
sekurang-kurangnya memuat:

a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan
pornografi;

b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan

d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang
dimusnahkan.?'

Pasal 43

Pada saat Undang-undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri
atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.?

*! Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
*? Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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Menurut penulis, setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk
pornografi kemudian melihatnya, sangat dimungkinkan terbangkitnya nafsu
birahi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana lainnya seeperti perzinahan,
pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, homoseksual, lesbi, sodomi, oral sex,
onani maupun masturbasi. Oleh sebab itu, penulis lebih setuju dengan
ketentuan yang melarang memiliki atau menyimpan produk pornografi secara

individual sekalipun.

. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Memiliki atau Menyimpan
Produk Pornografi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Sebelum menentukan bahwa seseorang melakukan tindak pidana atau
tidak, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi
persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan
harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang melanggar maka
perlu adannya penetapan hukuman agar memberikan efek jera.Mengenai
tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua hal yaitu jarimah dan

uqubah.

Perbuatan pornografi menurut agama Islam sangat jelas merupakan
perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri,
keluarga, maupun masyarakat. Tindak pidana pornografi tidak hanya sekedar
mencemarkan dan menodai nama baik orang lain, tetapi lebih dari itu, yaitu
mendorong diri pelaku atau orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan

yang haram lainya, perbuatan yang dan atau menodai diri sendiri dan atau
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orang lain dalam masyarakat, diantaranya adalah perbuatan, perzinahan,
pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, homoseksual, lesbi, sodomi, oral sex,

onani maupun masturbasi.

Tindak pidana pornografi juga dianggap akan menimbulkan rangsangan
seksual sehingga mendorong perilaku yang membahayakan atau merugikan
orang lain dan dirinya sendiri. Bahkan seandainya pornografi tidak
merangsang lagi, bukan berarti tidak membahayakan psikologis anak. Selain
itu, penyebaran pornografi secara meluas dikhawatirkan akan meningkatkan
kekerasan terhadap perempuan. Bahkan menurut etika, minimal pornografi

melukai pihak lain.”’

Tindak pidana pornografi merupakan perbuatan yang dapat mendorong
serta menjerumusakan diri pelaku dan orang lain ke perbuatan nista yang
merendahkan dan melecehkan dirinya sendiri, orang lain, keluarga, dan juga
masyarakat. Dalam rangka memelihara kehormatan ini, baik memelihara
kehormatan dari perbuatan yang disbabkan atau diakibatkan tindak pidana
pornografi dan atau yang diakibatkan oleh tindak pidana pornoaksi maupun

tidak.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap kejahatan yang
ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun oleh Hadist disebut jarimah
hudid. Adapun jarimah yang belum ditentukan sanksinya oleh Al-Quran

maupun oleh Hadist disebut dengan jarimah ta’zir. Misalnya tidak

» Sahid HM, Pornografi dalam Figh Jinayah, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 88.



65

melaksanakan amanah, mengghasab harta, menghina orang, menghina agama,
menjadi sanksi palsu, suap.”* Dan dalam hal ini termasuk pula tindak pidana

pornografi.

Pornografi dalam figh jinayah terkategori sebagai jarimah ta’zir. Ulama
memandang bahwa figh jinayah yang berkaitan dengan ta’zir hukumannya
tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda.
Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan
memberikan sanksi (#a2°zir) dengan membuat undang-undang. Dalam hal ini,

potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan hukuman tersebut.”

Jarimah ta’zir adalah alternatif hukum yang diberikan kepada pelanggar,
karena jarimah hudiid dan gisash dianggap tidak memadai untuk
menghentikan kriminalitas yang terus berubah-ubah bentuknya. Melalui ta zir
pihak yang berwenang dapat membuat pedoman bahwa tindakan apapun yang
dapat mengganggu keamanan publik atau hak-hak masyarakat dianggap
sebagai tindakan kriminal. Hukuman atau tindakan itu berupa suatu hukuman
yang dianggap perlu. Institusi fa’zir merupakan jantung dari sistem pidana
Islam. Sistem yang sangat fleksibel ini dapat menekan semua bentuk

kriminalitas yang muncul dalam situasi apa pun. 7a’zir dapat pula diterapkan

* A. Djazuli, Figh Jinayah ..., 163.
** Sahid HM, Pornografi dalam Figh Jinayah ..., 102.
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pada tindak kriminal yang dalam Al-Qur’an diancam dengan hukuman jika

syarat-syaratnya tidak terpenuhi.”

Abdul Qadir Audah dalam bukunya At-Tasyri’ Aljina’i al-Islam i

membagi hukuman fa2’°zirmenjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hukuman ta’zir atas perbuatan maksiat, hukuman ini diancam atas
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh shara’ karena perbuatan itu sendiri
dan mengerjakanya dipandang maksiat. Perbuatan ini merupakan suatu
perbuatan yang jelas-jelas diharamkan untuk selamanya. Dan perbuatan ini

disebut tindakan maksiat.

2. Hukuman ta’zir untuk mewujudkan kemaslahatan umum, hukuman ¢a’zir
ini diancam atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam
bukan karena perbuatan itu sendiri melainkan karena sifatnya. Dalam hal
ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyariatkan sebagai perbuatan
maksiat. Perbuatan ini maksudnya ialah yang pada perbuatan itu sendiri
tidak diharamkan kecuali setelah memenuhi sifat-sifat tertentu yang

membahayakan kepentingan umum.

3. Hukuman ¢a’zir atas pelanggaran-pelanggaran (mukallaf). Hukuman ta’zir
ini diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh shara’ pada
perbuatan itu sendiri. Walaupum demikian, mengerjakan perbuatan ini
hanya dipandang sebagai pelanggaran (mukallaf) bukan maksiat. Perbuatan
yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang diperintahkan atau
dilarang perbuatan-perbuatan tersebut (pelanggaran yang dilakukan oleh

orang mukallap.”’

*% Ibid, 103.
" Abdul Qadir Audah, A/-Tashri’ Aljina i al-Islami..., 69-70.
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Dengan demikian hukuman bagi pelaku pornografi yang mana memiliki
atau menyimpan pornografi pada pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun
2008 menurut figh jinayah termasuk pada hukuman fa’zir yang yaitu atas
perbuatan maksiat. Sedangkan pornografi dilihat dari sifatnya masuk kedalam
kategori jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash shara’ tetapi
hukumanya belum ditetapkan, seperti dalam Al-Quran di sebutkan dalam

surat al-Israa’ ayat 32 yang melarang perbuatan mendekati zina.

P z - - < o ~ s s -
(2 Mt 105 Aud 56 2] 537150785 N5

(g

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. AL-
Israa: 32)

Ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari
sebab-sebab yang dapat mengantarkan ke arah zina. Selain itu, ayat ini
menegaskan bahwa : “dan janganlah kamu mendekati zina” dengan melakukan
hal-hal walaupun dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga dapat mengantar
kamu terjerumus dalam keburukan itu; “sesungguhnya ia”, yakni perbuatan
zina itu adalah “suatu perbuatan yang keji” yang melampaui batas dalam

ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan

biologis.?®

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur’an, ayat-ayat yang
menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya

merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu

*® M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 455-456.
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untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung
makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi
mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan,
maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil,
memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur’an melarang

mendekatinya.”’

Untuk itu memiliki atau menyimpan pornografi merupakan sesuatu
perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan yang mengandung kecabulan
yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dan untuk hukuman dari tindak
pidana pornografi sendiri bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan tindakan
pornografi itu. Apabila tindak pidana itu membahayakan masyarakat pada
umumnya dan pelaku pada khususnya sehingga menjerumuskan pada tindakan
kejahatan maka hukumannya akan berat bahkan bisa sampai kepada hukuman
mati karena efek yang ditimbulkanya. Akan tetapi efek yang ditimbulkanya
tidak terlalu berat maka hukumanya berupa penjara, denda, atau hukuman
pengasingan dan pengumuman kesalahannya dimuka umum. Dan untuk kadar
tinggi rendahnya hukuman tergantung kepada penguasa (ulil amri) dengan
mengukur kadar kemashlahatan umat pada umumnya. Hal ini didasarkan pada

kaidah “Sanksi ta zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan.”

Dan menurut penulis sendiri, perbuatan memiliki atau menyimpan

produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008

2 Ibid, 456-457.
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apabila ditinjau dari dari hukum pidana Islam akan dikenai sanksi ta’zir
berupa pidana penjara dan denda yang berat ringannya sanksi ta’zr
diserahkan kepada penguasa (u/i/ amri) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan

yang dilakukan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan "memiliki atau menyimpan" dalam pasal 6 tidak termasuk untuk
dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya adalah memiliki atau
menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak
diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya sehingga
tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan
ekses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta tidak
melanggar norma-norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang
berkembang dalam masyarakat.” Namun jika hal tersebut di atas
diberitahukan atau dipertontonkan kepada orang lain melalui berbagai
bentuk media, baik secara cetak maupun elektronik, atau disampaikan di
muka umum atau umum dapat mengetahuinya maka pengecualian
sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 6 undang-undang a quo
menjadi tidak berlaku.

2. Hukuman bagi pelaku perbuatan memiliki atau menyimpan pornografi
pada pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 menurut figh jindyah
termasuk pada hukuman ta’zir yang yaitu atas perbuatan maksiat
dikarenakan memiliki atau menyimpan pornografi merupakan sesuatu
perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan yang mengandung kecabulan

yang dapat membangkitkan nafsu birahi.
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Dan menurut penulis sendiri, perbuatan memiliki atau menyimpan produk
pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 apabila
ditinjau dari dari hukum pidana Islam akan dikenai sanksi #a’zir berupa
pidana penjara dan denda yang berat ringannya sanksi fa’zir diserahkan
kepada penguasa (ulil amri) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang
dilakukan.

B. Saran

1. Harapan penulis untuk penulis-penulis selanjutnya agar kelak skripsi ini
sebagai salah satu bahan dari upaya untuk mengetahui tindak pidana
pornografi di Indonesia khususnya mengenai perbuatan memiliki atau
menyimpan produk pornografi baik menurut undang-undang nomor 44
tahun 2008 tentang pornografi maupun menurut figh jinayah.

2. Dengan adanya undang-undang nomor 44 tahun 2008 khususnya dengan
adanya pasal 6 ini, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat karna
pentingnya menaati peraturan yang sudah ada. Hal itu dilakukan dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi di

Indonesia.
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